PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENGAWASAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA

MULYOAGUNG KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH:
DELASMIN MAXON SELAN SAM
2018110093

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023



RINGKASAN

Pemerintah harus menggunakan koordinasi organisasi, kontrol sosial, dan
pemantauan harian untuk mendapatkan tugas keuangan yang paling maksimal.
Berkonsentrasi pada efek penahanan massal, kualitas hidup, dan kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, studi yang dilakukan di Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini bertujuan untuk menjembatani antara
eksekutif dari pemerintah dan masyarakat umum. Permintaan ini dibuat dengan
menggunakan metode analitik. Tiga puluh orang tenaga kerja dari Desa
Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dipilih sebagai sampel penelitian
dengan menggunakan pendekatan complete sampling. Peneliti mengumpulkan
informasi melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda
dengan menggunakan software SPSS 25. Menurut penelitian, memiliki latar
belakang SDM yang kuat berdampak besar pada akuntabilitas pemantauan
keuangan desa, pelibatan masyarakat, komitmen desa, dan tugas pengelolaan
keuangan desa. Malang harus transparan mengelola keuangannya untuk membantu
pertumbuhan desa.

Kata Kunci:Kinerja, Komitmen Organisasi, Kompetensi SDM, Pemerintah
Desa, Pengawasan Partisipasi Masyarakat.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karena desa adalah pusat pertumbuhan, pemerintah federal memiliki
keputusan akhir atas keuangan mereka. Perdana (2020) menegaskan bahwa
pengelolaan keuangan desa harus benar-benar transparan dan bertanggung jawab.
Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa karena hal itu
biasa dilakukan dan sering dilihat sebagai semacam kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan kegagalan organisasi atau gagal memenuhi tujuan yang
telah ditetapkan pada periode sebelumnya (Adnyana, 2022).

Tugas pengelolaan keuangan digunakan untuk melaksanakan anggaran desa.
Biasanya, tahap administrasi dana desa berlangsung dari 1 Januari hingga 31
Desember dan menerapkan APBD untuk satu tahun anggaran. Illhami dan
Widhiastuti (2002) menegaskan bahwa pengelolaan dana desa bertanggung jawab
untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, membantu
masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, dan menangani masalah
pembangunan antar desa.

Kapasitas SDM adalah kepribadian seseorang yang menggabungkan
pengetahuan, bakat, dan keterampilan mereka di tempat kerja. Kemampuan
mengelola keuangan merupakan kebutuhan vital untuk melaksanakan kewajiban
desa secara memadai. Kompetensi SDM merupakan komponen atau kebutuhan
yang krusial bagi aparatur desa untuk dapat menghasilkan pengelolaan uang desa

yang bertanggung jawab. Umaira dan Adnan (2019) menegaskan bahwa memiliki



perangkat desa yang mumpuni dan dapat dipercaya membantu mengurangi
kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Jika tetua desa terlibat dalam penganggaran dan apakah masyarakat dapat
memberikan masukan dalam pengelolaan adalah contoh partisipasi masyarakat
yang harus dipantau (Umaira dan Adnan, 2019). Faktor-faktor tersebut dapat
mempengaruhi siapa yang bertugas mengelola keuangan desa. Melibatkan
masyarakat umum dalam proses penganggaran dikenal dengan pengawasan
partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dijelaskan oleh Walyati dan Farida
(2020) sebagai proses mengenali peluang dan masalah yang dimiliki oleh
masyarakat, memilih solusi yang dapat diterapkan untuk masalah tersebut,
mengimplementasikan jawaban tersebut, dan menilai perubahan yang terjadi.

Komitmen organisasi pemerintah desa yang meliputi perangkat desa harus
bersih dari korupsi, memiliki etos kerja yang kuat, dan berbakti untuk kemajuan
desa dalam rangka mengemban tanggung jawab pengelolaan uang masyarakat.
Menurut Ilhami dan Widhiastuti (2022), komitmen organisasi dapat digunakan
untuk mengukur seberapa besar dukungan Pemdes dan menjunjung tinggi
keterbukaan di dalam perusahaannya. Dengan dedikasi organisasi dan akuntabilitas
yang tinggi, sumber daya manusia perusahaan dapat beroperasi secara maksimal.
Pemerintah kota dengan kekuatan internal dapat mendorong karyawan untuk
melakukan banyak pekerjaan, memikul tanggung jawab nyata atas tindakan
mereka, dan bekerja menuju tujuan asosiasi (Mada et al., 2017).

Pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan salah satu dari



empat syarat laporan keuangan yang dinilai sangat baik. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan relevansi laporan keuangan yang merupakan Kriteria terpenting.
Mudah dipahami, dapat dibandingkan, dan dapat dipercaya Informasi yang relevan
didefinisikan sebagai memiliki kualitas berikut: menawarkan umpan balik, tepat
waktu, dan memiliki nilai prediktif. Laporan keuangan tidak, paling tidak,
menyertakan ketidakakuratan yang signifikan atau informasi yang menyesatkan.
Laporan keuangan lebih bermanfaat daripada laporan tahun sebelumnya karena
dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat memahami angka-angka keuangan dan
bagaimana mereka disajikan agar dianggap "mudah dipahami.”

Proyek studi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi SDM, Kontrol
Masyarakat Pengawasan, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dilaksanakan di Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Untuk mendorong akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan desa, penelitian ini mencoba memahami nilai penilaian
keterlibatan masyarakat, peran kompetensi SDM, dan komitmen organisasi.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ditemukan menggunakan latar belakang
pengetahuan ini.

1. Apakah tanggung jawab pengelolaan keuangan Desa Mulyoagung Kecamatan
Dau Kabupaten Malang bergantung pada kompetensi SDM?
2. Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau

Kabupaten Malang dikhawatirkan adanya keterlibatan masyarakat?



3. Apakah tugas pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan
Dau Kabupaten Malang berubah akibat komitmen pemerintah desa?

4. Sumber daya manusia, penjangkauan masyarakat, dan organisasi pemerintah
yang berkomitmen seperti apa yang ada di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang, dalam hal kemampuan untuk mentransfer uang lintas desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, untuk mengkaji pengaruh
keterampilan SDM masyarakat dalam mengelola anggaran masyarakat.

2. untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepekaan masyarakat terhadap tugas
pengelolaan uang desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten
Malang.

3. Untuk menilai bagaimana tanggung jawab pemerintah kota untuk mengelola
dana kota akan mempengaruhi Kota Mulyoagung, Daerah Dau, Rezim Malang.

4. Untuk mengetahui hubungan antara komitmen organisasi, kontrol atas pelibatan
masyarakat, dan kompetensi sumber daya manusia di Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Kabupaten Malang pemerintah desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa
Mungkin menghargai pentingnya pengetahuan SDM dalam melacak keterlibatan
masyarakat dan komitmen organisasi pemerintah desa untuk meningkatkan

tanggung jawab pengelolaan uang lokal.



2. Bagi Pihak Akademik
Kesimpulan penelitian dapat dimanfaatkan di kelas sebagai kumpulan kontribusi
sastra dan intelektual.

3. Bagi Instansi
Informasi yang akan berguna untuk pengembangan kelembagaan di masa
mendatang harus disediakan untuk meningkatkan tanggung jawab pengelolaan
uang desa.

4. Bagi peneliti selanjutnya
Kami mengantisipasi bahwa penelitian kami akan bermanfaat bagi peneliti lain,

terutama mereka yang bekerja di bidang terkait.
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